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ABSTRAK

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 yang
mencabut beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang
berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Di dalamnya terdapat
beberapa perubahan, diantaranya dihapuskannya jabatan Pejabat Pemeriksa Hasil
Pekerjaan atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) dalam pengadaan
barang/jasa. PjPHP/PPHP sebelumnya telah diatur sejak adanya Keputusan
Presiden No. 80 Tahun 2003 dengan nama petugas penerima/pemeriksa
barang/jasa. Kemudian PjPHP/PPHP diatur dalam regulasi pengadaan Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010 dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas
yaitu sebagai pelaku yang ditetapkan dan ditugaskan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk melakukan pemeriksaan
hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa. Setelah 8 tahun berlalu, regulasi
pengadaan berubah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.
Pada regulasi ini, Pemerintah mereduksi kewenangan dari PjPHP/PPHP dalam
pengadaan barang/jasa. PjPHP/PPHP hanya berwenang untuk memeriksa
administratif hasil pekerjaan. Pemeriksaan hasil pekerjaan berada pada ranah
kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kemudian hasil pekerjaan
tersebut diserahkan kepada PA/KPA. PA/KPA kemudian menunjuk PjPHP/PPHP
untuk memeriksa administraif hasil pekerjaan. Setelah diundangkannya Peraturan
Presiden No. 12 Tahun 2021, Pemerintah menghapus jabatan PjPHP/PPHP dalam
proses pengadaan barang/jasa pemerintah baik melalui penyedia ataupun
swakelola. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penghapusan
PjPHP/PPHP melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 membuktikan bahwa
pemerintah telah mengambil langkah tepat yang bertujuan untuk membuat alur
serah terima barang/jasa dalam pengadaan lebih efektif dan efisien serta
memangkas beban pemerintah untuk membiayai kinerja PjPHP/PPHP dalam
pengadaan barang/jasa.

Kata Kunci: Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penghapusan, Kewenangan.
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ABSTRACT

The Government had been published Presidential Regulation Number 12 Year 2021
which revoked several provisions in Presidential Regulation Number 16 Year 2018
relating to the procurement of goods/services in Indonesia. There are several
changes in the newest regulation, including the removal of Work Results Inspection
Officer or Work Results Inspector Committee (PjPHP/PPHP) in the procurement
of goods/services. PJPHP/PPHP had previously been regulated since Presidential
Decree Number 80 Year 2003 as Goods/Services Recipient/Inspector Officer. Then
PjPHP/PPHP is regulated in the Presidential Regulation Number 54 Year 2010
with bigger authority that is as procurement actor who is determined and assigned
by the Budget User/Budget User Proxy (PA/KPA) to inspect the work results of the
goods/services provider. In the next 8 years, the procurement regulations have
changed with the Presidential Regulation Number 16 Year 2018. In this regulation,
the government reduces authoity of PjPHP/PPHP in the procurement of
goods/services. PJPHP/PPHP is only authorized to inspect the administrative work
results. The work results inspection is Commitment Making Officer (PPK)’s
authority which is then submitted to PA/KPA. PA/KPA then appoints PjPHP/PPHP
to inspect the administrative work results. After promulgation of Presidential
Regulation Number 12 Year 2021, the government abolished the position of
PjPHP/PPHP . through Presidential Regulation Number 12 Year 2021, proves that
the government has taken approriate steps aimed at making the flow of handover
of goods/services in procurement more effective and efficient, and reducing the
government’s burden to finance the performance of PjPHP/PPHP in the
procurement of goods/services.

Keywords: Procurement, PjPHP/PPHP, abolition, authority.
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